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ABSTRAK 

 

 

        Jual beli dalam Islam dapat dinyatakan sah, apabila terpenuhinya rukun 

dan syarat, diantaranya adalah wujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan 

jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Dimana akad jual beli dimaksud 

mesti dilakukan berdasarkan izin dari pemiliknya. Adapun permasalahan di Desa 

Lebuai Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus terdapat tanah 

pemerintah yang diperbolehkan untuk dipakai oleh warga untuk dimanfaatkan 

sebagai lahan mata pencaharian. Akan tetapi tanah pemerintah disalahgunakan 

oleh warga untuk mencari keuntungan sepihak dengan cara memperjual belikan. 

Proses jual beli antara pemilik hak pakai yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 

pembeli hak pakai dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur keterpaksaan, 

sebagian pelaku transaksi jual beli tersebut beragama Islam. Sebelumnya, warga 

yang ingin mendapatkan hak pakai atas tanah harus mengurusnya ke dinas 

kehutanan setempat. Sedangkan warga yang tidak mendapatkan tanah hak pakai 

dan tidak memiliki tanah sendiri biasanya mencari warga yang ingin menjual 

tanah hak pakai dikarenakan harga jual yang cukup murah dan mudah 

mendapatkannya.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual jual beli 

tanah bukan pemiliknya di Desa Lebuai Kecamatan Air Naningan Kabupaten 

Tanggamus. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli tanah bukan 

pemiliknya tersebut di Desa Lebuai Kecamatan Air Naningan Kabupaten 

Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses jual beli 

tanah bukan pemiliknya di Desa Lebuai Kecamatan Air Naningan Kabupaten 

Tanggamus dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktek jual 

beli tanah bukan pemiliknya tersebut. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang bersumber dari lapangan (masyarakat) yang bersifat deskriptif 

analisis yaitu penelitian yang mengangkat data dari lapangan terkait dengan 

pokok-pokok masalah untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan 

pendekatan berpikir deduktif ataupun induktif. Adapun jenis dan sumber data 

dalam penelitian ini adalah data primer dan sata sekunder. Sedangkan dalam 

memperoleh data, metode yang digunakan adalah wawancara. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan penulis dilapangan, bahwa 

jual beli tanah bukan pemiliknya masih belum sempurna. Hal tersebut sesuai 

dengan pasal 43 ayat 1 dan 2 berbunyi “sepanjang mengenai tanah yang dikuasai 

oleh negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin 

pejabat yang berwenang” dan ayat 2 berbunyi “hak pakai atas tanah milik hanya 

dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian 

yang bersangkutan.” Dan menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Ulama 

Malikyyah jual beli tanah bukan pemiliknya bersifat mauquf (bergantung) kepada 

kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Sedangkan menurut 
pendapat jumhur Ulama yaitu Ulama Syafi‟iyah, al Dzhoriyah dan Hanabillah 

adalah tidak sah sekalipun mendapat izin dari orang yang memilikinya. 

 



 

  



 

  



 

MOTTO 

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلََّ أنَْ تَكُونَ تَِِارَةً عَنْ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
1كَانَ بِكُمْ رَحِيمًااللهَإِنَّ  ۚ  وَلََ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ  ۚ  تَ راَضٍ مِنْكُمْ   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
(Q.S. An-Nisa 4: 29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan judul 

       Agar tidak mengalami salah penafsiran mengenai maksud judul 

proposal ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada 

judul secara singkat sebagai berikut: 

1. Tinjauan ialah pendapat meninjau, pandangan, pendapat sudah 

menyelidiki, mempelajari.
2
 

2. Hukum Islam adalah khitab syar‟i yang bersangkutan dengan 

perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan pilihan, 

atau ketetapan.
3
 

3. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata 

lain dari al-bai’ adalah asy-syira’, al-mubadah, dan at-tijarah.
4
 

4. Tanah Bukan Pemiliknya adalah tanah yang tidak dimiliki seseorang 

atau badan hukum dikarenakan tidak memiliki surat kepemilikan yang 

sah yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan tertentu yang memiliki 

wewenang untuk itu. 

      Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka yang dimaksud skripsi 

ini adalah sebuah kajian tentang jual beli tanah bukan pemiliknya yang 

dilakukan oleh warga di Desa Lebuai Kecamatan Pulau Air Naningan 

Kabupaten Tanggamus ditinjau berdasarkan hukum Islam. 
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B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

     Adanya tanah pemerintah yang diperbolehkan untuk dipakai oleh 

warga tetapi diperjualbelikan tanpa status pemiliknya di Desa Lebuai 

Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. Jual Beli Tanah Bukan 

Pemiliknya ini dilakukan oleh warga Kabupaten Tanggamus yang 

bertujuan mendapat keuntungan atas yang bukan haknya. 

2. Alasan Subjektif 

a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang 

dipelajari di Fakultas Syari‟ah Jurusan Muamalah. 

b. Data dan literatul yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup 

tersedia, sehingga skripsi ini dapat diselelsaikan tepat pada 

waktunya. 

C. Latar Belakang Masalah 

     Agama Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang 

mulia sebab dapat dijadikan salah satu sarana beribadah atau sarana untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak 

bertentangan dengan dasar hukum Islam. 

  Dalam jual beli supaya tidak menimbulkan permasalahan, kecurangan, 

penipuan, ketidak adilan yang menafikan kepentingan orang lain dan sikap 

yang merugikan dari perbuatan yang merusak, Islam telah mengatur untuk 

mengantisipasi hal tersebut. Dengan demikian jual beli bisa dilakukan 

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum 



 

Islam, sebagaimana Islam memberikan pengarahan untuk melakukan 

sesuatu yang baik dan melarang yang merusak. 

      Sebenarnya, praktik jual beli sudah ada semenjak manusia purba yang 

kita kenal dengan sistem barter sebelum Islam atau jual belinya 

disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Tetapi tidak bisa dipungkiri 

dalam praktik jual beli sering ditemukan hal-hal yang merugikan 

masyarakat. Hal ini disebabkan adanya asas kedekatan atau saling percaya 

yang berkembang dalam tradisi masyarakat, sehingga mereka sering 

melupakan perjanjian tertulis atau kontrak tertulis seperti bukti 

pembayaran yang memiliki esensi dapat membantu apabila terjadi 

perselisihan dikemudian hari. 

       Dasar Hukum yang mendasari hukum jual beli adalah firman Allah 

SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 29 yang berubunyi : 

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلََّ أَنْ تَكُونَ تَِِارةًَ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
اكَانَ بِكُمْ رَحِيمً   اللهإِنَّ ا ۚ  وَلََ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ  ۚ  مِنْكُمْ عَنْ تَ رَاضٍ   

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”
5
 

Adapun permasalahan di Desa Lebuai Kecamatan Air Naningan 

Kabupaten Tanggamus terdapat tanah pemerintah yang diperbolehkan untuk 
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dipakai oleh warga untuk dimanfaatkan sebagai lahan mata pencaharian. Akan 

tetapi tanah pemerintah disalah gunakan oleh warga untuk mencari 

keuntungan sepihak dengan cara memperjual belikan. Tanah pemerintah yang 

dijual oleh warga seharga Rp. 5.000.000,-/ha.  

      Permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah proses jual beli antara 

pemilik hak pakai yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pembeli hak pakai 

dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur keterpaksaan, sebagian 

pelaku transaksi jual beli tersebut beragama Islam. Hak pakai termasuk hak 

atas tanah yang bukan bersumber pada hukum adat, melainkan hak atas tanah 

baru yang diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern. Hak 

tersebut diberikan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 41 UUPA, yaitu “Jangka waktu paling lama 10 tahun.”
6
  

Sedangkan dalam Pasal 43 Ayat 1 dan 2 berbunyi “sepanjang mengenai tanah 

yang dikuasai oleh negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak 

lain dengan izin pejabat yang berwenang”. Sedangkan ayat 2 berbunyi “hak 

pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu 

dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.”
7 
 

  Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil tanah 

yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya 

oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah 

yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah asal 

                                                             
6
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segala sesuatunya tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-

undang.
8
 

Adapun ciri-ciri tanah hak pakai adalah sebagai berikut:
9
 

1. Penggunaan tanah bersifat sementara (tidak begitu lama) 

2. Tidak dapat diwariskan 

3. Tidak dapat di jadikan jaminan hutang 

4. Dapat dialihkan dengan izin jika milik negara, dimungkinkan oleh 

perjanjian jika tanah hak milik 

5. Dapat dilepaskan, sehingga kembali kepada negara atau pemilik. 

Sebagai orang muslim tentunya berkewajiban mengetahui hal yang dapat 

mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah (fasid). Yang dimaksud dengan 

jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syariat Islam 

dengan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
10

 Dengan demikian transaksi 

jual beli harus sesuai degan ketentuan- ketentuan syari‟at islam, yang salah 

satunya adalah milik sendiri. Namun tidak dapat dipungkiri dalam transaksi 

jual beli ada kalanya manusia tidak dapat memenuhi syarat jual beli namun 

masih tetap terjadi transaksi jual beli dengan didasari kebutuhan masing- 

masing pihak penjual dan pembeli. Hal tersebut juga dilakukan masyarakat 

Desa Lebuai sebagai sarana memenuhi kebutuhan ekonomi didalam 

kehidupan mereka. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa‟ ayat 29:  

مْ  كُ لَ وَا مْ أَ وا  لُ كُ أْ لََ تَ وا  نُ مَ آ نَ  ي لَّذِ ا ا  ي ُّهَ أَ ا  لََّ يَ إِ لِ  طِ ا بَ لْ ا بِ مْ  كُ نَ  ْ ي  َ ب
مْ  كُ نْ مِ ضٍ  رَا  َ نْ ت عَ رَةً  تَِِا ونَ  كُ تَ نْ  مْ  ۚ  أَ كُ سَ فُ  ْ ن أَ وا  لُ  ُ ت قْ  َ ت وَلََ 

ا ۚ   مً ي رَحِ مْ  كُ بِ نَ  ا لَّهَ كَ ل ا نَّ   إِ
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 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”.
11

 

       Namun yang dimaksud ayat diatas adalah bahwa Allah menghalalkan jual 

beli, tetapi didalam jual beli tentunya sesuai dengan syari‟at yang dibenarkan 

Islam. “dimana dalam jual beli ini tidak boleh kamu mengambilnya dengan 

jalan bathil artinya menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang 

sewajarnya, kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha diantara kamu. 

Maksudnya dalam garis yang halal”.
12

 

     Mengenai syarat ini Rasulullah SAW dengan tegas bahwa:  

عَيبُِبِنْرُ عنَ۟عَمْ ُلاَبَي۟عَوَُ…ش 
 
(دودوُبروإہ:إ)ُلاّفِيمَ۟اتَم۟لِك إ   

Artinya: Dari Amru bin Syu‟aib... tidak sah jual beli melainkan pada barang 

yang kau miliki. ( H.R. Abu Dawud dan Tarmizi).
13

 

       Dengan demikian terdapat kesenjangan antara teori dengan praktik, yang 

berarti terdapat permasalahan yang bisa dijadikan objek penelitian. Teori 

mengatakan bahwa jual beli harus merupakan barang milik sendiri, sementara 

fakta yang penulis temukan dilapangan jual beli yang dilakukan adalah jual 

beli terhadap milik orang lain dalam hal ini lahan milik Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tanggamus. 
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     Maka dengan itu penulis akan meneliti lebih lanjut penelitian ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah 

Bukan Pemiliknya di Desa Lebuai Kecamatan Air Naningan Kabupaten 

Tanggamus. 

D. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis dapat merumuskan 

rumusan masalah dalam penelitian serta penulisan skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana praktik terjadinya jual beli tanah bukan pemiliknya di Desa 

Lebuai Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli tanah bukan 

pemiliknya di Desa Lebuai Kecamatan Air Naningan Kabupaten 

Tanggamus? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

     1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli tanah bukan pemiliknya 

yang terjadi di Desa Lebuai Kecamatan Air Naningan Kabupaten 

Tanggamus. 

b. Untuk mengetahui proses tinjauan hukum Islam tentang jual beli tanah 

bukan pemiliknya di Desa Lebuai Kecamatan Air Naningan Kabupaten 

Tanggamus. 

 



 

     2. Kegunaan Penelitian 

a. Masyarakat memahami praktek jual beli tanah bukan pemiliknya dalam 

syariat Islam. 

b. Masyarakat dapat menilai praktek jual beli tanah bukan pemiliknya di 

Desa Lebuai sesuai tidak dengan syariat islam 

F. Metode Penelitian 

     Metode penelitian adalah sebagai suatu usaha atau proses untuk mencari 

jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, 

terencana, sistematis, atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk 

menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji 

kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.
14

 

     Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang 

meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, 

waktu penelitan, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut 

diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. 

G. Jenis dan Sifat Penelitian 

     1. Jenis Penelitian 

     Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu 

suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang 

sebenarnya. Penelitian ini dilakukan di Desa Lebuai Kecamatan Air 

Naningan Kabupaten Tanggamus. 
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2. Sifat penelitian 

     Penelitian yang penulis lakukan ini digolongkan pada penelitian yang 

bersifat deskriptif, yaitu: “penelitian yang mempunyai tujuan membuat 

pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan 

sifat populasi atau daerah tertentu‟. 

3. Sumber Data Penelitian  

     a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 

objek yang diteliti. Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil 

wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal 

ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari penjual dan pembeli 

tanah bukan pemiliknya di Desa Lebuai. 

     b. Data Sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun 

yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari buku-buku atau hadis yang mempunyai 

relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

4. Populasi dan Sampel 

    a. Populasi 

     Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang 

meneliti semua elemen yang ada diwilayah penilitian, maka penelitiannya 

adalah penelitian populasi.
15

 Adapun populasi yang menjadi objek dalam 
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penelitian ini adalah warga yang menjual dan membeli tanah bukan 

kepemilikan. Sejauh ini penulis meneliti ada 4 orang penjual dan 7 orang  

pembeli yang membeli tanah bukan kepemilikan tersebut. 

     b. Sampel 

     Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi 

yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili 

populasinya.
16

  

 Sampel yang diteliti berjumlah 5 orang terdiri dari 2 orang penjual dan 

3 orang pembeli yang melakukan jual beli tanah bukan kepemilikan di 

Desa Lebuai Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

     a. Observasi 

       Observasi adalah teknik pengamatan dan pengumpulan data dan 

dengan membuat laporan tertulis secara sistematik juga objektif sesuai 

dengan fakta yang terjadi atau yang kamu temukan dengan benar.
17

  

Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara 

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat 

standar lain untuk keperluan tersebut.
18

 Observasi yang dilakukan yaitu 

dengan mengamati praktik jual beli yang dilakukan masyarakat Desa 

Lebuai Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. 
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 b. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewancara.
19

 Tujuan dari wawancara 

adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang 

terpecaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah 

pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Terdapat berbagai macam 

jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, 

dan wawancara tak berstruktur. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis 

menggunakan metode wawancara tak berstruktur. Wawancara tidak 

berstruktur adalah “teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yang 

dilaksanakan secara bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara secara 

sistematis, pedoman yang yang digunakan hanya garis-garis besar 

permasalahan”.
20

 

     c. Dokumentasi 

       Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 

berbagai macam dokumen, salah satu caranya dengan menggunakan bukti 

yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Sumber- sumber 

informasi tesebut dapat berupa karangan atau tulisan, waisat, buku, undang-

undang dan lain sebagainya. 
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6. Pengolah Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka diolah dengan secara 

sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan 

data pada umumnya dilakukan dengan cara: 

a. Pemeriksaan Data (editing)  

Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, 

karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan 

meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-

kesalahan pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga 

kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki. 

b. Sistematika Data (Sistimatizing) 

       Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.
21

  

c. Rekontruksi Data (Recontruking) 

       Yaitu menyusun data secara teratur, berurutan dan logis sehingga 

mudah dipahami.
22

 

7.  Analisis Data 

  Analisis data adalah “suatu cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriftif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 

atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai 
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sesuatu yang utuh.
23

  Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu, 

metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak 

pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus, 

metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan jual beli 

tanah bukan kepemilikan di masyarakat baik dari data yang didapatkan di 

lapangan yang kemudian digabung dengan data dari beberapa literatur, dari 

gambaran umum tersebut ditarik sebuah kesimpulan. 

Dalam penarikan sebuah kesimpulan, penulis menggunakan metode 

penyimpulan secara deduktif dan induktif. Kesimpulan deduktif adalah 

“pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum diikuti oleh 

uraian atau pernyataan yang bersifat khusus”. Kesimpulan induktif adalah 

“pengambilan kesimpulan dengan mengemukakan data atau pernyataan khusus 

kemudian dilanjutkan dengan pernyataan umum.
24
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

  

A. Jual Beli dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda 

dengan akad saling mengganti, dikatakan: Ba’a asy-syaia jika dia 

membelinya dan hak miliknya dan ba’ahu jika dia membelinya dan ini 

masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia 

mengandung makna dan lawannya. Demikian juga dengan perkataan syara’ 

artinya mengambil dan syara’ yang artinya menjual.
25

 

Pengertian jual beli secara syara‟ adalah tukar menukar harta dengan 

harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. sebagian ulama memberi 

pengertian bahwa yang dimaksud jual beli adalah tukar menukar harta 

meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah 

dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara 

tetap.
26

 Jual beli adalah mengalihkan hak pemilik sesuatu barang kepada 

orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah pihak.
27

 

 Menurut etimologi, jual beli adalah : 
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بِشَيْءٍ مُقَا بَ لَةُ شَيْءٍ   

 “Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”
28

 

Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah “Pertukaran harta dengan harta 

dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran 

dalam bentuk yang diinginkan.
29

 

Definisi ini terkandung pengertian “cara khusus”, yang dimaksudkan 

ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau 

juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan 

pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi 

manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu 

yang tidak boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat 

bagi muslim.
30

 

 Kata “tukar-menukar” atau “peralihan pemilikan dengan penggantian” 

mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan 

pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan 

keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang 

dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut 

cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.
31

 Beberapa definisi 

tersebut dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar 
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menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara 

kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain 

menerimanya sesuai denggan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan 

syara‟ dan disepakati. 

 Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang 

bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. 

a. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar suatu yang 

bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua 

belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti 

penukuaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Kemudian sesuatu 

yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan berupa zat (berbentuk) dan 

berfungsi sebagai pobjek penjualan. Jadi bukan manfaatnya ataupun hasilnya.
32

 

b. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan 

kemanfaatan dan bukan pula kenikmatan yang mempunyai daya tarik, 

penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat 

direalisasikan da nada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang. 

Baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah 

diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.
33

 

   Dengan demikian yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar 

suatu barang dengan barang yang lain atau memindahkan hak milik dengan 

suatu ganti yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar suka sama 

suka. 
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2. Dasar Hukum Jual Beli 

   Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur‟an, 

Sunnah dan Ijma‟ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya 

mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara‟. Adapun dasar hukum jual 

beli antara lain: 

1. Al-Qur‟an 

a. Surat al-Baqarah (2) ayat 275: 

الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ اللهوَأَحَلَّ   
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

34
 

 

b. Surat al-Baqarah (2) ayat 282: 

 

وَإِنْ تَ فْعَلُوا  ۚ  وَلََ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلََ شَهِيدٌ  ۚ  وَأَشْهِدُوا إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ 
بِكُلِّ شَيْءٍ  اللهوَ  ۚ   اللهُوَيُ عَلِّمُكُمُ  ۚ  اللهوَات َّقُوا  ۚ  فإَِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ 

 عَلِيمٌ 
 

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 

saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 

sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah 

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu”.
35

 

c. Surat An-Nisa (4) ayat 29: 
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نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلََّ أنَْ تَكُونَ تَِِارَةً عَنْ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًااللهَإِنَّ  ۚ  كُمْ وَلََ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَ  ۚ  تَ راَضٍ مِنْكُمْ   

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
36

 

 Ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah SWT melarang manusia dari 

memakan harta mereka sesama secara batil, seperti dengan cara menipu, 

menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk 

menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang adalah 

termasuk kepada diantaranya melakukan riba. Serta sebagai pemukanya adalah 

riba.
37

 

 Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT 

memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu 

harus sesuai dengan koridor  atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. 

2. Hadis 

Dalil sunah yang menunjukan hukum jual beli di antaranya adalah hadist 

yang diriwayatkan oleh Rifa‟ah bin Rafi‟ dari Rasulullah Saw, ketika di tanya 

tentang usaha apa yang paling utama, Beliau bersabda:  
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لَ: اَيَّ ئِ عَةَ بْنَ راَ فِعِ رَ ضِى االله عَنْهُ  انََّ ا لنَّبِ صَلَى االله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُ عَنْ رِ فاَ 
رُ وْرٍ )رواه الْبَ زَّارُ وَ  هلَ ,, عَمَلُ الرَّ جُلِ بيَِدِ الْكَسْبِ أَ طْيَبُ ؟  قاَ    وَ كُلُ بَ يْعٍ مَب ْ

حَهُ الْْاَ كِمُ  38 صَحَّ  

Dari Rifa‟ah bin Rafi‟i r.a., bahwasannya Nabi Saw. Pernah dtanya, “pekerjaan 

apa yang paling baik?” beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan 

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.  R. Al- Bazzar dan 

dianggap sahih menurut Hakim)  

 Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan 

khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan 

penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. 

Adapun khianat, selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau 

hal-hal luar ia juga menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi 

tau harga dusta.
39

 

3. Ijma‟ 

  Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli 

itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. 

Alasannya karena manusia tidak bisa menemui kebutuhan hidupnya tanpa 

bantuan orang lain.
40

 Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli 

sangat urgen. Dengan transaksi jual beli sesorang mampu untuk memliki 

barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan yang di 

syari‟atkan. Oleh karena itu praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak 
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masa Rasulullah SAW. Hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat 

akan disyariatkannya jual beli.
41

  

  Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang 

dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk 

memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan. Sehingga dalam 

Islam prinsip perdagangan yang di atur adalah kesepakatan kedua belah pihak 

yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip 

muamalah.
42

 yaitu: 

  1) Prinsip Kerelaan 

  2) Prinsip Bermanfaat 

  3) Prinsip Tolong Menolong 

  4) Prinsip Tidak Terlarang 

  Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma‟ di 

atas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah 

(boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli bisa berubah. 

Jual beli bisa manbud pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti 

menjual mushaf, berbeda dengan Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam 

buku Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalah bahwa 

bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat 
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arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak 

walaupun si pembeli adalah orang kafir.
43

 

  Hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah 

menjadi wajib, mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-

situasi tertentu.
44

 

 

3. Syarat dan Rukun Jual Beli 

1. Syarat Jual Beli 

Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang 

lain. Dalam transaksi muamalah, para fuqaha mengartikan syarat dengan 

“semua hal yang mengikut yang lain, baik ada maupun tidak di luar isi 

pokoknya”. Dengan demikian, syarat merupakan sesuatu yang harus ada 

sebelum dan ketika akad berlangsung. Posisi syarat berada di luar esensi 

akad, karena yang menjadi esensi akad adalah rukun. Akan tetapi, adanya 

rukun tanpa dibarengi terpenuhinya syarat-syarat menjadikan akad tidak 

sah.
45

 

Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut: 

1) Syarat Sah Penjual Dan Pembeli (Aqidain) 

a) Berakal, agar tidak mudah tertipu. Orang gila atau orang bodoh tidak 

sah jual belinya, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh 

karena itu, orang bodoh dan orang gila tidak diperbolehkan menjual 

                                                             
43 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalah, SistemTransaksi Dalam Islam, 

Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89  
44

 Ibid, h. 90 
45

 Juhaya S Pradja, Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 111 



 

harta sekalipun harta tersebut adalah miliknya sendiri.
46

 Allah SWT 

berfirman: 

فَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتِِ جَعَلَ  وهُمْ فِيهَا لَكُمْ قِيَامًا وَارْزقُُ  اللهُوَلََ تُ ؤْتُوا السُّ
 وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لََمُْ قَ وْلًَ مَعْرُوفاً

 

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 

akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan 

Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari 

hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S. 

An-Nisa‟: 5)”
47

 

 

 

b) Kehendak sendiri, tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa 

kehendaknya untuk melakukan tukar menukar hak miliknya dengan hak 

milik orang lain.
48

 

c) Baligh, orang yang melakukan jual beli harus baligh, maka dari itu 

tidak sah akad yang dilakukan anak kecil karena mereka tidak termasuk 

ahli tasharuf (ahli mengendalikan harta) dan dikhawatirkan terjadi 

penipuan.
49

 

2) Syarat Sah Objek Akad (Ma’qud Alaih). 

a) Barang yang diperjual belikan harus suci 

Boleh menjual barang yang suci atau bisa disucikan dengan cara dicuci, 

maka tidak boleh menjual barang najis. Najis terbagi menjadi dua, najis 

zatnya atau najis karena menyentuh benda yang najis.   
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Najis zat, maka tidak boleh dijual seperti anjing, babi, arak, kotoran dan 

yang serupa dengan itu. Sedangkan mengenai najis akibat bersentuhan 

dengan najis lain, maka harus dilihat kondisinya. Jika benda beku 

seperti pakaian, maka boleh untuk dijual sebab yang dijual adalah 

pakaian dan dia bersih, hanya saja ada najis padanya. Tapi, jika itu 

adalah benda cair dan tidak bisa disucikan seperti cuka, maka tidak 

boleh dijual karena ia najis dan tidak dapat dibersihkan dengan cara 

dicuci.
50

 

b) Memberi manfaat menurut syara‟, tidak boleh menjual barang yang 

tidak bisa dimanfaatkan, baik karena terlalu sedikit seperti dua biji 

gandum atau tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang 

membahayakan, tidak ada manfaat yang dianggap syar‟i yang dapat 

dinilai dengan uang. Jadi, ukurannya adalah memiliki manfaat yang 

menjadi tujuan dan diterima oleh syariat. 

c) Barang itu dapat diserahkan, tidak boleh menjual barang yang tidak 

mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dalam air, 

unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas, karena ini 

termasuk gharar (menipu).
51

 

d) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa izin 

pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. 

e) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, barang yang 

diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, 
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atau ukuran-ukuran yang lainnya, sehingga tidak akan menimbulkan 

keraguan salah satu pihak.
52

 

3) Syarat sah Ijab Kabul (Sighat). 

a) Satu sama lain berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah (satu 

majlis). 

b) Ada kesepakatan dalam ijab qabul pada barang yang saling merelakan 

di antara kedua belah pihak. 

c) Ungkapan harus menunjukan masa lalu (madhi) atau masa sekarang 

(mudari‟).
53

 

B. Rukun Jual Beli 

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang 

menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan 

redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan 

dua pihak untuk menyerahkan milik masing masing kepada pihak lain 

dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.
54

 

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. 

Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus 

memenuhi syarat syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya 

jual beli terpenuhi.  

Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat di bawah ini: 

1. Adanya penjual  
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Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual 

belikan. 

2. Adanya pembeli 

Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang 

diharapkan dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. 

3. Objek Jual Beli  

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual 

beli. 

4. Harga 

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual 

yang disepakati antara penjual dan pembeli. 

5. Ijab Kabul (Serah Terima) Antara Penjual dan Pembeli 

Merupakan kesepakatan penyerahaan barang dan penerima barang 

yang diperjualbelikan. Ijab Kabul harus disampaikan secara jelas atau 

dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dam pembeli.
55

 

       Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu para 

pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), Sigat (lafal ijab dan kabul), 

barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti barang.
56

 

4. Macam macam Jual Beli  

  Secara garis besar dalam  Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual 

beli, adapun secara gelobalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar 

yaitu: 

                                                             
55

 Ismail, Perbankan Syariah, ( Jakarta: Kencana, 2011) h. 136-137 
56

 Sobhirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen . 

Vol. 3, No. 2, Edisi Desember 2015. h.246 



 

a. Jual beli shahih. 

Jual beli sahih yaitu apabila jual beli itu disyari‟atkan, memenuhi rukun 

dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung 

pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah 

boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur 

yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang 

menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai 

berikut. 

1. Menyakiti si penjual  

2. Menyempitkan gerakan pasar  

3. Merusak ketentuan umum.
57

 

b. Jual beli yang batal atau fasid. 

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia 

karena melakukan perintah syara‟ dengan meninggalkan syarat dan rukun yang 

mewujudkannya. Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan 

syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak 

disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau 

barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara‟ 

seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam 

dan jenisnya, diantaranya ialah:
58

 

1) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya. 
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  Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau 

anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. 

Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum 

muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut 

induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang 

tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya. 

2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. 

  Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas 

dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di 

dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui. Maksudnya adalah menjual 

barang yang tidan jelas baik itu ukuran, bentuk, dan jenis barang yang akan 

dijadikan objek jual beli, dengan adanya larangan hadis tersebut,  maka 

haram bagi orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat 

diserahkan. 

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan. 

  Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, 

tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda 

Rasulullah Saw. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang 

mengandung  unsur penipuan adalah jual beli al-Mazabanah (barter yang 

diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah 

dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual 

dan yang dibeli tidak seimbang. Maksudnya adalah melarang jual beli 

dengan cara menukar antara barang yang sejenis dan barang yang sudah di 

takar dengan barang yang belum di takar karena jual beli yang demikian 



 

adalah mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya 

tidak sesuai dengan aqadnya atau mengurangi takarannya.
59

 

 

4) Jual Beli Takaran Dalam Islam 

  Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara 

menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah 

diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual 

beli ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S Almutaffifin ayat 1-3 sebagai 

berikut: 

فِيۚ  لٌ لِّلۚ  وَي ا عَلَى النَّاسِ ۚ  تاَلُوۚ  نَ اِذَا اكۚ  الَّذِي١۝نَ ۚ  مُطَفِّ

 ۝۳كَالُوْهُمْ أَو وَّزنَُ وْهُمْ يُُْسِرُوْنَ وَإِذَا  ۝۲نَ ۚ  فُوۚ  تَوۚ  يَس

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang 

yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan 

apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi.”
60

 

 

       Maksud ayat diatas adalah Allah melarang keras kepada orang-orang 

yang melakukan  transaksi  jual  beli  menggunakan  takaran  dan 

timbangan  yang  tidak  sesuai dengan apa yang diakadkan atau tidak sesuai  

dengan  kenyataannya,  maksudnya orang  yang  curang disini ialah orang-

orang yang curang dalam menakar dan menimbang. 

 

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 

                                                             
59

 Mu‟ammal Hamidy, Terjemah Nailul Authar, Jilid ke IV, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 

1993), h. 1733 
60

 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang: Raja Publishing, 

2011), h. 587 



 

       Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama 

membagi hukum jual beli menjadi 2 yaitu, jual beli shahih dan jual beli 

fasid(batal).
61

 Berkenan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, 

Wahbah Az-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut : 

a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad) 

       Ulama telah sepakat bahwa jual beli di kategorikan sahih apabila dilakukan 

oleh orang-orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-

tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya 

adalah sebagai berikut : 

1) Jual beli yang dilakukan orang gila. 

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula 

sejenisnya, seperti orang yang mabuk, sekalopr, dan lain-lain. 

2) Jual beli yang dilakukan anak kecil 

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang 

tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan. Menurut ulama Syafi‟iyyah 

jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum baligh, tidak sah sebab tidak 

ada ahliah. Adapun menurut uulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabiah, 

jual beli yang diilakuukan anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh 

walinya. Mereka beralasan, salah satu melatih kedewasaan adalah dengan 

memberikan keleluasaan untuk jual beli. 

3) Jual beli yang dilakukan orang buta 

Jual beli yang dilakukan orang buta dikategorikan sahih menurut jumhur jika 

barang yang dibelinya diberi sifat (diterang-terangkan sifat-sifatnya). Adapun 
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menurut ulama Syafi‟iyah, jual beli yang dilakukan orang buta itu tidak sah 

sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik. 

4) Jual beli terpaksa 

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli yang dilakukan orang terpaksa, 

seperti jual beli fadhul(jual beli tanpa izin pemiliknya), yakni ditangguhkan 

(mauquf). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggungkan sampai rela (hilang 

rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyyah, tidak lazim baginya ada khiyar. 

Adapun menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanafiah, jual beli tersebut tidak sah 

sebab tidak ada keridhaan ketika akad. 

5) Jual beli fudhul 

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, 

menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada 

izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi‟iyah, jual beli 

fudhul tidak sah. 

6) Jual beli orang yang terhalang 

Maksud dari terhalang dsini adalah karena kebodohan, bangkrut, ataupun 

sakit. Jual beli orang bodoh yang suka menghambur-hamburkan hartanya, 

menurut para ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih 

dikalangan Hanabiah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama syafi‟iyah, 

jual beli tersebut tidak sah, sebab ada ahli dan ucapannya tidak dapat 

dipegang. 

7) Jual beli malja’ 



 

Jual beli malja’ adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni 

untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut 

ulama Hanafiyah tidak batal dan batal menurut ulama Hanabilah. 

 

 

b. Terlarang Sebab Sighat 

     Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada 

keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab 

dan qabul berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.
62

 

      Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah atau 

masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut : 

1) Jual beli melalui surat atau melalui utusan 

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. 

Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada 

aqid kedua. Jika qabul melebihi suatu tempat, akad tersebut dipandang tidak 

sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud. 

2) Jual beli dengan isyarat atau tulisan 

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang 

uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang 

ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek 

(tidak dapat dibaca), akad tidak sah. 

3)  Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad 
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    Ulama fiqh sepakat atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab 

tidak memenuhi syarat in‘iqad (terjadinya akad) 

4)  Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dan qabul 

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih 

baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, 

sedangkan ulama Syafi‟iyah menganggapnya tidak sah.
63

 

5)  Jual beli munjis 

      Jual beli munjis adalah jual beli yang dikaitkan denganm suatu syarat atau 

ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid 

menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. 

c. Terlarang Sebab Ma’qud alaih (barang jualan) 

     Secara umum, ma’qud alaih adalah harta yang dijadkan alat pertukaran 

oleh orang yang akad, yang biasa disebut mubi’ (barang jualan) dan harga. 

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli ini dianggap sah apabila ma’qud alaih 

adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat 

dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang 

lain, dan tidak ada larangan syara‟. 

     Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama yang 

lainnya diantaranya sebagai berikut : 

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. 

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada 

dikhawatirkan tidak ada tidak sah.
64
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2) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. 

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di 

udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara’.  

3) Jual beli gharar. 

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal 

itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw bersabda, menawarkan 

Muhammad bin Samak dari Yazid bin Ziyad dari Al-Musyabbin Rafi‟ dari 

Abdullah bin Mas‟ud katanya : telah bersabda Rasulullah saw., jangan 

kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang 

tidak jelas. (HR. Ahmad)
65

 

     Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 macam
66

 : 

a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam 

kandungan induknya. 

b) Tidak diketahui harga dan barang. 

c) Tidak diketahui sifat barang atau harga. 

d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga. 

e) Tidak diketahui masa yang akan datang. 

f) Menghargakan dua kali pada satu barang. 

g) Menjual barang yang diharapkan selamat. 

h) Jual beli hasna’. 

i)   Jual beli munabadzah. 

  j)  dan Jual beli mulasamah. 

     Kata gharrar berarti khayalan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko 

dalam keuangannya biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau 

resiko.
67
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4) Jual beli barang najis dan terkena najis 

 Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamar. 

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-

mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena 

bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak 

untuk dimakan, sedang ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan. 

5)  Jual beli barang yang tidak jelas 

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini fasid, sedangkan menurut 

jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia. 

6) Jual beli sesuatu sebelum dipegang 

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum 

dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama 

Syafi‟iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas 

makanan yang diukur. 

d. Terlarang Sebab Syara‟ 

     Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan 

rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan 

diantara para ulama, diantaranya berikut ini: 

1) Jual beli riba. 

     Riba nasiah dan riba fadl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetap batal 

jumhur ulama. 
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2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. 

Menurut ulama Hanfiyah termasuk fasid dan terjadi akad atas nilainya, 

sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari 

hadits Bukhari dan Mulim bahwa Rasullullah Saw, mengharamkan jual beli 

khamar , bangkai, anjing dan patung. 

3) Jual beli dari hasil pencegatan barang. 

Yakni mencegat pedagang ketempat yang ditiju sehingga orang yang 

mencegatnya akan mendapatkan keuntunan. Ulama Hanafiyah berpendapat 

bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syai‟iyah dan Hanabiah berpendapat, 

pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti ini 

termasuk fasid. 

4) Jual beli induk yang anaknya masih kecil. 

5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar. 

Menurut ulama Syafi‟iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut 

ulama Malikiyah dan Hanabiah adalah batal. 

6) Jual beli fudhul 

    Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. 

6. Batal dan Berakhirnya Jual Beli 

Batal (batil) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu 

akad ang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang 



 

tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai 

berikut:
68

 

a. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar‟i (secara syar‟i tidak 

pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum 

apapun. 

b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad batil itu wajib 

dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum 

dilaksanakannya akad batil tersebut. 

c. Akad batil tidak berlaku pembenaran dengancara memberi izin misalnya, 

karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak 

ada secara syar‟i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap 

akad maukuf.
69

 

d. Akad batil tidak perlu di-fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini 

sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. 

e. Ketentuan lewat waktu (at-taqadum) tidak berlaku pada kebatalan. 

Berakhirnya akad berbeda  fasakh dan batalnya, berakhirnya akad karena 

fasakh adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara muta’aqidain 

(kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya 

kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah. Para fuqaha 

berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:
70

  

a. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah 

disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu. 
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b. Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna. 

c. Berakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang 

berakad. Prinsip umum dalam fasakh adalah masing-masing pihak kepada 

keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung 

akad. 

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para 

ulama fiqih menyatakan bahwa tidak ada semua akad otomatis berakhir 

dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. 

e. Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang 

mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang al-akad tidak 

mengizinkannya. 

7. Khiyar dalam Jual Beli 

     Secara lughah (bahasa), khiyar berarti; memilih, menyisihkan atau 

menyaring. Secara semantik kebahasaan, kata khiyar berasal dari kata khair 

yang berarti baik. Dengan demikian khiyar dalam pengertian bahasa dapat 

berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari dua hal (atau lebih) 

untuk dijadikan pegangan dan pilihan. Menurut istilah Khiyar (hak memilih) 

adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan 

sebuah akad. Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, 

apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi 

sesuatu hal. Menurut ulama fikih seperti dikutip oleh Rachmat Syafi‟i, 

pengertian khiyar adalah “suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak 

untuk memutuskan akadnya (menjadikan atau membatalkannnya) jika khiyar 



 

tersebut berupa khiyar syarat, aib, atau rukyah, atau hendaknya memilih 

diantara dua barang jika khiyar ta’yin”.
71

 

     Khiyar dibagi menjadi tiga macam, yaitu Khiyar majlis, khiyar syarat, 

khiyar aib . 

a. Khiyar majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan 

melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada 

dalam satu tempat (majelis) dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi 

baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah 

berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan 

untuk menjual dan atau membeli. 

     Menurut Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad bin Hanbal penjual dan pembeli 

mempunyai hak khiyar selama masih berada di majelis akad. Walaupun 

akad telah sah dengan adanya ijab dan qabul, selama keduanya masih berada 

dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak melanjutkan atau 

membatalkan akad jual beli, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih 

belum mengikat. Akan tetapi apabila setelah ijab dan qabul masing-masing 

pihak tidak menggunakan hak khiyar dan mereka berpisah badan, maka jual 

beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing 

pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka 

waktu tiga hari untuk membatalkan akad jual beli itu.   

     Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak mengakui 

keabsahan khiyar majelis. Menurut mereka, akad dipandang sah ketika ijab 
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dan qabul sudah dilakukan dan tidak ada khiyar bagi keduanya. Khiyar 

menurut mereka adalah bentuk kesamaran, sedangkan pada dasarnya jual 

beli itu adalah kepastian. Akad jual beli termasuk akad mua’adhah dan 

bersifat lazim seperti halnya akad nikah. Dengan demikian menurut kedua 

imam tersebut, akad dipandang sah dan sempurna manakala masing-masing 

pihak telah menunjukan kerelaan dengan mengucapkan ijab dan qabul.
72

 

    b. Khiyar syarat, penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh 

penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah 

ini dengan harga Rp.100.000.000,00 dengan syarat khiyar selama tiga hari”. 

Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat 

tersebut dengan tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.  

       Menurut Hanafiyah dan syafi‟iyah berpendapat bahwa khiyar 

dibolehkan dengan waktu yang ditentukan selagi tidak lebih dari tiga hari. 

Karena menurut mereka waktu tiga hari itu cukup untuk memenuhi 

kebutuhan seseorang. Dengan demikian jika melewati tiga hari, jual – beli 

tersebut batal. Akad tersebut akan tetap menjadi shahih jika tidak melewati 

batas tiga hari, akan tetapi jika melewati tiga hari maka akadnya menjadi 

tidak syah. Sedangkan Abu Yusuf, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin 

Hanbal tidak membatasi hanya tiga hari, tetapi boleh lebih dari itu, 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya, karena tujuan 

disyariatkannya  khiyar tersebut adalah agar tidak terjadi jual beli yang 

tergesa-gesa, musyawarah terlebih dahulu, dan terhindar dari tipuan.
73
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       Berkenaan dengan masa berakhirnya khiyar syarat, para ulama 

mengemukaan hal sebagai berikut: 

1) Masa akad berakhir atau akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik 

khiyar, baik melalui pernyataan atau tindakan.  

2) Tenggang waktu khiyar jatuh tempo, tanpa adanya pernyataan apakah 

mau diteruskan atau tidak jual beli itu dari pemilik khiyar, dan keadaan 

demikian, jual beli hukumnya menjadi sempurna atau sah.  

3) Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan yang berhak 

khiyar. Apabila khiyar milik penjual, maka jual beli menjadi batal, 

sedangkan apabila milik pembeli, maka jual beli hukumnya menjadi 

mengikat dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli. 

4) Terdapat pertambahan nilai objek yang diperjualbelikan di tangan 

pembeli dan hak khiyar ada di pihaknya. Apabila penambahan itu 

berkaitan dengan objek jual beli, dan tanpa campur tangan pembeli, 

seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli, 

seperti rumah di atas tanah yang menjadi objek jual beli, maka hak khiyar 

menjadi batal.   

5) Meninggalnya pemilik khiyar. 

c.  Khiyar aib, artinya hak yang dimiliki seorang aqidain untuk membatalkan 

akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek 

akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. 

Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. 



 

       Syarat-syarat berlakunya khiyar aib menurut ulama, setelah diketahui 

ada cacat pada barang yang diperjualbelikan itu adalah sebagai berikut : 

1. Cacat pada barang itu diketahui sebelum serah terima barang kepada 

pembeli, baik cacatnya itu sudah lama atau masih baru terjadi setelah 

akad tapi belum serah terima itu masih dalam tanggungan penjual. Oleh 

karena itu, ditemukannya cacat dalam keadaan demikian merupakan 

tanggung jawab penjual. Apabila cacat yang terdapat pada barang 

diketahui setelah terjadinya serah terima, maka bagi pembeli tidak ada 

hak khiyar, karena dalam keadaan demikian merupakan tanggung jawab 

pembeli. 

2. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat, baik 

ketika akad berlangsung atau serah terima barang. Jika dia 

mengetahuinya, maka tidak ada hak khiyar. 

3. Cacat itu tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan bersusah payah. 

      Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, khiyar dalam jual beli 

diperbolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau akan 

membatalkannya karena terjadi sesuatu hal. 

8. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli 

       Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik ketika akad 

berlangsung maupun disaat penyerahan barang dan uang oleh pembeli. Untuk 

setiap kelalaian tersebut ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang 

lalai. 

        Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya 

adalah barang yang dijual tersebut bukan milik penjual. Barang itu sebagai 



 

titipan, atau jaminan utang ditangan penjual atau barang itu adalah hasil 

curian. Menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada 

waktu tertentu tetapi ternyata tidak diantarkan dan tidak tepat waktu atau 

barang tersebut rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan tersebut 

tidak sesuai dengan contoh yang disepakati. Dalam kasus-kasus seperti ini 

resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. 

       Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti 

rugi terhadap harga yang telah diterimanya. Apabila kelalaian itu berkaitan 

dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan 

perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus 

membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi 

kerusakan, baik disengaja ataupun tidak, atau barang yang dibawa tidak sesuai 

dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi 

dalam akad ini dalam istilah fikih disebut dengan ad-daman, yang secara 

harfiah bisa berarti jaminan atau tanggungan. Para ahli fikih mengatakan 

bahwa ad-dama ada kalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk 

uang.
74

 

       Pentingnya ad-daman jual beli adalah agar dalam jual beli itu tidak terjadi 

perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak. Segala 

bentuk tindakan yang merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum 
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maupun sesudah akad, menurut ulama fikih, harus ditanggung resikonya oleh 

pihak yang menimbulkan kerugian.
75

 

 

9. Etika dalam Jual Beli 

     Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber 

rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. 

Beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjualbeli sesuai syariat, 

diantaranya:
76

 

a. Jujur dalam menjelaskan produk. Kejujuran merupakan syarat fundamental 

dalam kegiatan jual beli. Rasulullah saw. sangat intens menganjurkan  

kejujuran dalam aktivitas jual beli. Dalam hal ini Rasulullah saw. Bersabda 

yang artinya: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang 

mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. Al-Quzwani). 

Rasulullah saw. sendiri selalu bersikap jujur dalam jual beli. Beliau 

melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawahdan 

barang yang baru dibagian atas. Ini termasuk perbuatan menipu pembeli; 

b. Suka sama suka. Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka 

dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah 

kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua 

belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau 

membatalkan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi 
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yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang 

melakukan transaksi; 

   c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Dalam perdagangan, 

timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.  

d. Tidak menjelek-jelekkan jualan orang lain. Dalam hal ini Rasulullah saw. 

bersabda yang artinya: “Janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan 

maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain.” (HR.Muttafaq 

„alaih); 

e. Bersih dari unsur riba. Allah swt berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 278 

 ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّباَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَ 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 

sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”
77

 

f. Tidak menimbun barang (ihtikar). Ihtikar ialah menimbun barang 

(menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar 

harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). 

Rasulullah saw. Melarang keras perilaku jual beli semacam itu. Misalnya, 

penumpukan BBM agar ketika mahal, penjual akan mendapatkan 

keuntungan besar; 

g. Tidak melakukan monopali. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis 

ialah memperbolehkan monopoli. Contoh yang sederhana adalah 

penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, tanah, 

                                                             
77

 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang: Raja Publishing, 

2011), h. 47 



 

dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Orang seprti ini 

hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja. Inilah yang dilarang keras 

dalam Islam; 

h. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Ketekunan dan kesungguhan 

Rasulullah saw. dalam bisnis jual beli sangat menonjol. Beliau pernah 

menunggu pembelinya, Abdullah bin Hamzah selama tiga hari. Abdullah 

bin hamzah mengatakan: “Aku telah membeli sesuatu dari Nabi sebelum 

beliau menerima tugas kenabian, dan karena masih ada suatu urusan 

dengannya, maka menjanjikan untuk mengantarkan padanya, tetapi aku 

lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian, aku pun pergi ke tempat tersebu 

dan menemukan Nabi masih berada disana. Nabi berkata, „engkau telah 

membuatku resah, aku berada disini selama tiga hari menunggumu‟.” (HR. 

Abu Dawud); 

i. Teguh menjaga amanah. Islam menginginkan seorang pebisnis muslim 

mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak 

Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang 

melampaui batas atau sia-sia. Dia tidak akan mengingkari janjinya kepada 

pelanggan, sehingga membuat mereka kecewa dan berbalik; 

j. Toleran. Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup tenang. Manfaat 

toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, 

dan mempercepat kembalinya modal. Allah swt. mengasihi orang yang 

lapang dada dalam menjual, dalam membeli, serta melunasi utang. 



 

 

 

 

B. Jual Beli Fudhul (Jual Beli Tanpa Izin Pemiliknya) 

    1. Pengertian Jual Beli Fudhul 

          Akad Jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad 

itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad. 

Jual beli semacam ini disebut jual beli bai‟ al fudhul.
78

 

      Ba‟i al fudhul atau disebut dengan ba‟i al fudhuly adalah melakukan sesuatu 

atau melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. 

Seperti menjual atau membeli barang orang lain, tanpa sizin pemiliknya. 

Misalkan seseorang secara pribadi menjual barang milik Negara, atau 

seseorang menjual barang (harta) milik istrinya. Jual beli dapat dikatakan sah 

apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual 

beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri bukan milik orang lain atau hak 

orang yag terkait dengan barang itu. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan 

apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara 

langsung untuk melakukan suatu akad. Misalnya ada orang lain yang bertindak 

sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini pihak wakil harus mendapat 

persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya.
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    2. Pendapat Para Ulama Tentang Jual Beli Fudhul (Tanpa Izin Pemilik) 

       Ada beberapa pendapat dalam menanggapi jual beli fudhul. Ulama 

Hanafiyah disini membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil 

dalam membeli barang. Dalam menjual akad fudhuly ini adalah sah namun 

bersifat mauquf  (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik 

atau walinya). Mereka berpendapat bahwa bai‟ al fudhul hukumnya sah, 

dengan bersifat mauquf.
80

 

     Menurut ulama Syafi‟iyah, Dzohiriyah dan Hanabilah bai‟ al fudhul tidak 

sah sekalipun mendapat izin dari yang mewakilinya itu. Mereka berpendapat 

merujuk pada hadits Nabi SAW : 

  ( داود بوأ لََبَ يْعَ مَا ليَْسَ عِندَكَ)رواه

Artinya: “tidak (sah) jual beli, kecuali sudah dimiliki sendiri.”
81

 

     Dalam Hadits lain, Hakim pernah mengatakan: 

 أبيِعَ مَا ليَسَ عِنْدِىأنَْ -صلى االله عليه وسلم-نَ هَانِِ رَسُولُ االله
Artinya: “ Rasulullah Saw, melarangku untuk menjual barang yang tidak aku  

miliki.”
82

 

     Pendapat dari Ulama Syafi‟iyah, al Dzohriyah dan Hanabilah lebih bersifat 

tekstual, karena kejelasan. Maksudnya barang atau benda yang di perjual 

belikan disini adalah dilihat dari aspek kepemilikan dan belum jelas apakah si 

pemilik barang memberi izin atau tidak. Di dalam jual beli bai‟ al fudhul, 
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kejelasan dari barang atau benda yang di perjual belikan bersifat samar. At- 

Tarmizi mengategorikan hadis ini sebagai hadis hasan. Secara logika, 

bagaimana menjual sesuatu yang tidak dimilikinya, sama halnya dengan 

menjual burung yang sedang terbang. 

     Menurut ulama Malikiyyah, seluruh jenis akad fudhuly baik menjual 

maupun membeli bersifat mauquf terhadap kerelan pihak lain. Jadi ketika tidak 

ada izin dari pihak lain (pemilik atau wali) maka jual beli yang dilakukan tidak 

sah.
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